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ABSTRACT 

The title of this thesis research is to resolve disputes in buying and selling transactions 

through electronic media (Facebook) and can be reviewed in Law 19 of 2016. The purpose of 

this research is to find out how to resolve disputes over buying and selling transactions 

carried out through electronic media (Facebook).The results of the study are disputes selling 

goods and services through Electronic Media as regulated in Article 39 paragraph 2 of Law 

11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and 

Technology so that the settlement of Sale and Purchase Transactions made through 

Electronic Media can be resolved according to applicable law.The suggestions for this 

research are consumers to be careful, avoid fraud through electronic media (Facebook), and 

so that buyers can choose wisely to shop through a trusted Facebook account or a Facebook 

account that provides the seller's address or who has an official seller, as a business actor. 

before making a delivery so that it can be checked on the mutation of the bank account that 

the seller has so as not to be deceived by buyers who have not made transactions but are said 

to have made payment transactions, for the government it is necessary to monitor and 

evaluate for business actors to make it safe to conduct buying and selling transactions online. 

online which aims to monitor in the field of online commerce, including the electronic media 

Facebook. 

Keywords: Dispute Resolution, Electronic Transactions, Electronic Media, Actors 

                    Business, Law 

 

ABSTRAK 

Penelitian  ini adalah untuk menyelesaikan Sengketa dalam Transaksi Jual Beli secara Media 

Elektronik (Facebook) dan dapat ditinjau Dalam UU 19 Tahun 2016. Adapun menjadi tujuan 

penelitian yakni untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa transaksi jual beli yang 

dilakukan melalui media elektronik ( Facebook).   Hasil Penelitian yaitu sengketa menjual 

barang dan Jasa melalui Media Elektronik yang diatur  dalam Pasal 39 ayat 2 UU 11 Tahun 

2008 sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Teknologi Elektronik sehingga penyelesaian Transaksi Jual Beli yang 

dilakukan melalui Media Elektronik dapat diselesaikan menurut Hukum yang berlaku. 

Adapun saran penelitian ini adalah konsumen agar berhati-hati, menghindari penipuan 

melalui media elektronik (Facebook), dan agar pembeli dapat memilih secara bijak  

berbelanja lewat akun facebook yang sudah terpecaya ataupun akun facebook yang 

memberikan alamat penjual atau yang mempunyai resmi, Penjual selaku pelaku usaha 

sebelum melakukan pengiriman agar dapat di cek pada mutasi rekening bank yang Penjual 
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miliki agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan transaksi tetapi di bilang sudah 

melakukan transaksi pembayaran, bagi pemerintah yaitu perlu melakukan pemantauan dan 

evaluasi bagi pelaku usaha agar aman untuk melakukan Transaksi Jual Beli secara online 

yang bertujuan untuk memantau dalam bidang perdagangan online termasuk pada media 

elektronik Facebook. 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Transaksi Eklektronik,Media elektronik, Pelaku 

                    Usaha, Undang-Undang  

 

1. PENDAHULUAN 

Menuruti Undang-Undangi 

Republiki i i i i i Indonesiai Nomori 19i 

tahuni 2016i tentangi Perubahani atasi 

Undang-Undangi Nomori 11i tahuni 2008i 

tentangi Informasii dani Transaksii 

Elekroniki (yangi selanjutnyai akani 

disebuti UU-ITE),i Pasali 1i angkai 2i 

menyatakani bahwa:i “Transaksii 

elektroniki adalahi perbuatani hukumi 

yangi dilakukani menggunakani 

komputer,i jaringani komputer,i dan/ataui 

mediai elektroniki lainnya.”i  

Teknologii dani informasii yangi 

semakini majui melaluii industrii e-

commercei membawai perubahani 

terhadapi jenisi produk,i maupuni layanani 

padai sektori produki yangi ditawarkan,i 

rendahnyai tingkati kesadarani dani 

pengetahuani konsumeni terhadapi haki 

dani kewajibannya,i sertai 

ketidakseimbangani kedudukani antarai 

konsumeni dani pelakui usahai yangi 

berbasisi transaksii elektroniki menjadii 

faktori yangi menyebabkani perselisihani 

ataui sengketai konsumeni dibisnisi 

perdagangani yangi berbasisi online.i  

Sengketai bermulai darii suatui 

situasii dimanai adai pihaki yangi merasai 

dirugikani olehi pihaki lain.i Kerugiani 

yangi dialamii olehi salahi satui pihaki 

akani menimbulkani rasai tidaki puasi 

yangi disebabkani adanyai conflicti ofi 

interest.i Kerugiani padai transaksii e-

commercei timbuli karenai adanyai prosesi 

negosiasii yangi tidaki seimbangi diantarai 

parai pihak.i Kasusi yangi seringi terjadii 

dalami transaksii yangi dilakukani melaluii 

e-commercei adalahi terdapati 

ketidaksesuaiani antarai gambari barangi 

yangi terpasangi pada 

tokoi onlinei dengani barangi yangi 

dikirimi dani diterimai olehi konsumen.i 

Tindakani laini yangi merugikani 

konsumeni adalahi pelakui usahai i e-

commercei sengajai untuki tidaki 

mengirimi barangi yangi telahi dibelii 

konsumeni untuki mendapati keuntungani 

sepihak. 

Terkaiti modeli perdagangani yangi 

berbasisi padai transaksii elektronik,i 

metodei Alternatifi Penyelesaiani 

Sengketai (yangi selanjutnyai akani 

disebuti APS)i menjadii pilihani utamai 

yangdapati dijadikani untuki 

menjembatanii kepentingani hukumi 

dengani sistemi hukumi yangi berbeda.i  

Metodei alternatifi penyelesaiani 

sengketai dipilihi sebagaii jaluri 

penyelesaian-penyelesaiani sengketai 

karenai keperluani bisnisi moderni 

menghendakii penyelesaiani sengketai 

yangi cepati dani tidaki menghambati 

iklimi bisnis.i Alternatifi penyelesaiani 

sengketai merupakani penyelesaiani 

sengketai dii luari pengadilan.i Saati 

memilihi metodei i i i APSi pihaki yangi 

bersengketai seharusnyai mengacui 

kepadai kontraknyai sendirii (jikai ada)i 

yaitui padai klausuli kontraki yangi 

menunjukkani kepadai pihaki ketigai 

untuki membantui jikai negosiasii tidaki 

berhasil,i yaitui jasa-jasai baik,i mediasi,i 

konsiliasi,i dani arbitrase. 

Dii Indonesiai alternatifi 

penyelesaiani sengketai diaturi dalami 

Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 

1999i Tentangi Arbitrasei dani Alternatifi 

Penyelesaiani Sengketai selanjutnyai 

disebuti Undang-Undangi Nomori 30i 

Tahuni 1999.i Pemasalahannyai bentuki 

APSi yangi adai saati inii masihi 

menggunakani modeli konvensionali yangi 
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mengharuskani pihak-pihaki yangi 

bersengketai untuki bertemui secarai i i i i i 

i i i langsung,i padahali dalami e-

commercei i i i i i i i i pihak-pihaki yangi 

melakukani hubungani hukumi berasali 

darii seluruhi wilayahi Indonesiai bahkani 

adai pulai darii berbagaii belahani dunia.i 

Sehinggai disinilahi diperlukani sebuahi 

metodei APSi yangi dapati menjembatanii 

berbagaii kepentingani hukumi dengani 

sistemi yangi berbeda,i berbiayai murah,i 

efesieni dani efektif.i Salahi satui 

terobosannyai dengani menggunakani 

modeli alternatifi penyelesaiani sengketai 

elektronik,i yangi dikenali dengani istilahi 

Online 

Disputei Resolutioni (yangi 

selanjutnyai akani disebuti dengani ODR),i 

sehinggai pihak-pihaki yangi bersengketai 

dapati menyelesaikani dimanai sajai diai 

berada.i Adapuni metodei komunikasii 

onlinei yangi dapati digunakan,i Salahi 

satui mediai sosiali yangi digunakanuntuki 

melakukani transaksii juali belii onlinei 

yaitui facebook. Facebooki adalahi salahi 

satui mediai elektroniki yangi pertamai 

kalii dikenalkani olehi Marki Zuckerbergi 

padai tanggali 4i Februarii 2004.i 

Facebooki adalahi sebuahi aplikasii 

berbagii fotoi dani videoi yangi 

memungkinkani parai penggunai 

facebooki untuki dapati mengunggahi fotoi 

dani videoi diakuni pribadinyai miliknyai 

dani bisai dilihati olehi penggunai akuni 

facebooki lainnya.i Untuki saati inii 

facebooki merupakani salahi satui aplikasii 

yangi sangati diminatii penjuali ataui 

pembelii dalami melakukani transaksii 

juali belii barangi online.i  

Menuruti Amriani,i sengketai 

adalahi suatai situasii dimanai adai pihaki 

yangi merasai diruhikani olehi pihaki laini 

yangi kemudiani pihaki tersebuti 

menyampaikani kei tidaki puasani inii 

kepadai pihaki kedua.i Jikai situasii 

menunjukkani perbedaani pendapati ,i 

makai terjadilahi apai yangi dinamakani 

sengketa.i Menuruti Rahmadi,i sengketai 

adalahi situasii dani kondisii dii manai 

orangi orangi salingi mengalamii 

perselisihani yangi bersifati aktuali 

maupuni perselisihani yangi adai padai 

persepsii merekai saja.i  

Menuruti penulisi Sengketai adalahi 

perkarai yangi dilakukani antarai salahi 

satui pihaki dengani pihaki yangi lain.i 

Menuruti Degengi pengertiani mediai 

elektroniki Komponeni strategii 

penyampaiani yangi dapati dimuati pesani 

yangi akani disampaikani kepadai 

pembelajarani bisai berupai alat,i bahani 

dani orang.i Menuruti penulisi pengertiani 

mediai elektroniki adalahi mediai yangi 

menampilkani bentuki komunikasii 

melaluii tulisan,i gambar,i dani suara.i i i 

Penggunaani systemi elektroniki 

mempunyaii kewajibani untuki memenuhii 

ketentuani yangi sudahi diaturi dalami 

Undang-Undangi Informasii dani 

Transaksii Elektronik.i  

Apabilai terjadinyai sengketai yangi 

berkaitani dengani transaksii dagangi 

melaluii systemi elektronik,i orangi ataui 

badani usahai yangi mengalamii sengketai 

yangi dapati menyelesaikani sengketai 

tersebuti dapati melaluii pengadilani ataui 

melaluii mekanismei penyelesaiani 

sengketai lainnya.i  

Setiapi pelakui usahai yangi 

memperdagangkani barangi dan/ataui jasai 

dengani menggunakani systemi elektroniki 

yangi tidaki menyediakani datai dan/ataui 

informasii secarai lengkapi danbenari 

dikenaii sanksii administrativei berupai 

pencabutani izin. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata 

Perjanjian jual beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan 

Menurut Alimin yang mengatakan 

“bahwa pengertian jual beli online adalah 

satu set dinamis teknologi, aplikasi dan 

proses bisnis yang menghubungkan 

perusahaan, konsumen, komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan 



28  

 
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 
Lidia Olivia Caroline Sembiring  1), Yonathan Hisarma Parhusip  2), Ria Sintha Devi  3), Rudolf Silaban  4) 

 

perdagangan barang, pelayanan dan 

informasi yang dilakukan secara 

elektronik”. Untuk menghindari multitafsir 

terhadap ketentuan larangan  

mendistribusikan, mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik bermuatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), 

dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai 

berikut: 

a. Menambahkani penjelasani atasi 

istilahi “mendistribusikan,i 

mentransmisikani dan/ataui membuati 

dapati diaksesnyai Informasii 

Elektronik”. 

1. Yangi dimaksudi dengani 

“mendistribusikan”i adalahi 

mengirimkan dan/ataui 

menyebarkan Informasii 

Elektroniki dan/ ataui Dokumeni 

Eletroniki kepadai banyaki orangi 

ataui berbagaii pihaki melaluii 

Sistemi Elektronik. Yangi 

dimaksudi dengan 

“mentransmisikan”i adalah 

mengirimkani Informasii 

Elektronik dan/ataui Dokumeni 

Eletroniki yangi ditujukani 

kepadai satui pihaki laini melaluii 

Sistemi Elektronik. 

Yangi dimaksudi dengani 

“membuati dapati diakses”i 

adalahi semua perbuatani laini 

selain mendistribusikani dan 

mentransmisikani melaluii Sistem 

Elektroniki yangi menyebabkan 

Informasii Elektroniki dan/atau 

Dokumeni Elektroniki dapat 

diketahuii pihaki laini ataui 

publik. 

b. Menegaskani bahwai ketentuan 

tersebuti adalahi deliki aduani buka 

deliki umum 

c. Menegaskani bahwai unsuri pidanai 

padai ketentuani tersebuti mengacui 

padai ketentuani pencemarani namai 

baiki dani fitnahi yangi diaturi dalami 

KUHP. 

 

1. Perlindunganii Transaksiii 

Jualii Beli 

Transaksiii Jualii Beli/Belanjaii Onlinei 

Menurutii UUii Perlindungani 

Konsumen.ii Denganii pendekatanii UUi 

Perlindunganii Konsumen,ii kasusii Andai 

dapatii kamiii simpulkanii sebagaiii salahi 

satuii pelanggaranii terhadapii haki 

konsumen. 

Hakii konsumenii adalah: 

a. Hakii atasii kenyamanan,ii 

keamanan,ii danii keselamatanii 

dalamii mengkonsumsiii barangii 

dan/atauii jasa; 

b. Hakii untukii memilihii barangii 

dan/atauii jasaii sertaii mendapatkanii 

barangii dan/atauii jasaii tersebutii 

sesuaiii denganii nilaiii tukarii danii 

kondisiii sertaii jaminanii yangii 

dijanjikan; 

c. Hakii atasii informasiii yangii 

benar,ii jelas,ii danii jujurii mengenaiii 

kondisiii danii jaminanii barangii 

dan/atauii jasa; 

d. Hakii untukii didengarii pendapatii 

danii keluhannyaii atasii barangii 

dan/atauii jasaii yangii digunakan; 

e. Hakii untukii mendapatkanii 

advokasi,ii perlindungan,ii danii 

upayaii penyelesaianii sengketaii 

perlindunganii konsumenii secaraii 

patut; 

f. Hakii untukii mendapatii 

pembinaanii danii pendidikanii 

konsumen; 

g. Hakii untukii diperlakukanii atau 

dilayaniii secaraii benarii danii jujurii 

sertai tidakii diskriminatif; 

h. Hakii untukii mendapatkanii 

kompensasi,ii gantiii rugiii dan/atauii 

penggantian,ii apabilaii barangii 

dan/atauii jasaii yangii diterimaii 

tidakii sesuaiii denganii perjanjianii 

atauii tidakii sebagaimanaii mestinya;i  

i. Hak-haki yangi diaturi dalami 

ketentuani peraturani perundang-

undangani lainnya. 

Dii sisii lain,i kewajibani sebagaii 

pelakui usahai (dalami hali inii adalahi 
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penjuali online)i adalah:i Beritikadi baiki 

dalami melakukani kegiatani usahanya; 

a. Memberikani informasii yangi benar,i 

jelasi dani jujuri mengenaii kondisii 

dani jaminani barangi dan/ataui jasai 

sertai memberii penjelasani 

penggunaan,i perbaikani dani 

pemeliharaan; 

b. Memperlakukani ataui melayani 

konsumeni secarai benari dani jujuri 

sertai tidaki diskriminatif; 

c. Menjamini mutui barangi dan/ataui 

jasai yangi diproduksii dan/ataui 

diperdagangkani berdasarkani 

ketentuani standari mutui barangi 

dan/ataui jasai yangi berlaku; 

d. Memberii kesempatani kepadai 

konsumeni untuki menguji,i dan/ataui 

mencobai barangi i dan/ataui jasai 

tertentui serta 

memberii jaminani dan/ataui garansii 

atasi barangi yangi dibuati dan/ataui 

yangi diperdagangkan; 

e. Memberii kompensasi,i gantii rugii 

dan/ataui penggantiani atasi kerugiani 

akibati penggunaan,i pemakaiani dani 

pemanfaatani barangi dan/ataui jasai 

yangi diperdagangkan; 

f. Memberii kompensasi,i gantii rugii 

dan/ataui penggantiani apabilai 

barangi dan/ataui jasai yangi diterimai 

atau 

dimanfaatkani tidaki sesuaii dengan 

perjanjian. 

g. Terkaiti dengani persoalani yangi 

Andai tanyakan,i lebihi tegasi lagii 

Pasali 8i ayati (1)i hurufi fi UUi 

8/1999i melarangi pelakui usahai 

untuki memproduksii dan/ataui 

memperdagangkani barangi dan/ataui 

jasai yangi tidaki sesuaii dengani janjii 

yangi dinyatakani dalami label,i 

etiket,i keterangan,i iklani ataui 

promosi 

penjualani barangi dan/ataui jasai 

tersebut. 

Ketidaki sesuaiani spesifikasii barangi 

yangi Andai terimai dengani barangi 

terterai dalami iklan/fotoi penawarani 

barangi merupakani bentuki 

pelanggaran/larangani bagii pelakui usahai 

dalami memperdagangkani barang.i Andai 

selakui konsumeni sesuaii Pasali 4i hurufi 

hi UUi 8/1999i tersebuti berhaki 

mendapatkan kompensasi,i gantii rugii 

dan/ataui penggantiani apabilai barangi 

dan/ataui jasai yangi diterimai tidaki 

sesuaii dengan perjanjiani ataui tidaki 

sebagaimanai mestinya.i Sedangkan,i 

pelakui usahai itui sendirii sesuaii Pasali 7i 

hurufi gi UUi 8/1999i berkewajibani 

memberii kompensasi,i gantii rugii 

dan/ataui penggantiani apabilai barangi 

dan/ataui jasai yangi diterimai ataui 

dimanfaatkani tidaki sesuaii dengani 

perjanjian. 

3. METODE PENELITIAN  

jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan . Data diperoleh melalui 

beberapa literatur berupa buku-buku 

ilmiah, peraturan perundang-undangan dan 

dokumentasi lainnya yang berhubungan 

dengan penyelesaian sengketa transaksi 

jual beli dilakukan melalui media 

elektronik ditinjau dari undang-undang 19 

tahun 2016, 

Penelitian deskriptif ini dimulai dengan 

pengumpulan data yang berhubungan 

dengan pembahasan di atas, lalu 

menyusun, mengklasifikasikan dan 

menganalisanya kemudian 

menginterprestasikan data, sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas tentang 

fenomena yang diteliti. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Transaksi 

Jual Beli Dilakukan Melalui 

Media Elektronik 

Jual beli merupakan kontrak yang 

sangat populer dan sangat banyak 

digunakan orang, baik jual beli yang besar-

besar sampai dengan jual beli yang kecil-

kecil semacam jual beli permen di kios-

kios. Terhadapi semuai jenisi juali belii 

tersebuti berlakui ketentuani hukumi 
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tentangi juali i beli.i Padai setiapi juali 

belii sekurang-kurangnyai terdapati 2i 

(dua)i pihak,i yaitui pihaki penjuali yangi 

berkewajibani menyerahkani barangi 

objeki juali belii dani pihaki pembelii 

yangi berkewajibani membayari hargai 

pembelian. 

 Dalami hubungani dengani 

kewajibani pihaki penjual,i dalami suatui 

kontraki juali beli,i dii sampingi 

kewajibani pihaki penjuali untuki 

menyerahkani barang,i kepadai pihaki 

penjuali tersebuti olehi hukumi jugai 

dibebankani kewajibani untuki 

“menanggung”.i Maksudnyai adalahi 

bahwai pihaki penjuali demii hukumi 

mempunyaii kewajibani untuki menjamini 

2i (dua)i hali sebagaii berikut:i  

1. Menanggung/menjamin 

bahwai penguasaani bendai 

adalahi amani dani tentram.i 

Maksudnyai amani darii klaimi 

pihaki ketigai atasi bendai 

tersebut. 

2. Menanggung/menjamini bahwai 

padai bendai tersebuti tidaki adai 

cacati yangi tersembunyi. 

Selanjutnya,i apakahi yangi sebenarnyai 

menjadii dasari hukumi bagii suatui 

kontraki juali beli.i Sebenarnya,i yangi 

menjadii sumberi hukumi darii kontraki 

juali belii tersebuti adalahi sebagaii 

berikut:i  

1. i Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdata,i bukui ke-3i (tiga)i 

tentangi perikatan 

2. i Kitabi Undang-Undangi tentangi 

Pertanahani sejauhi yangi 

menyangkuti dengani juali belii 

tanah. 

3. i Hukumi Adati setempati 

terhadapi juali belii yangi terkaiti 

dengani masyarakati adat.i  

4. i Yurisprudensi. 

5. i Perjanjiani internasionali sejauhi 

yang 

menyangkuti dengani juali beli 

internasional. 

6. i Kebiasaani perdagangan,i baik 

nasionali maupuni internasional. 

Menuruti Shanoni dani Wearveri 

sebagaimanai terpetiki dalami Edmoni 

Makarimi mengemukakani Informationi 

adalahi thei amounti ofi uncertaintyi thati 

isi reducedi wheni ai received.i Lalui 

Gordoni B,i Davisi mendefenisikannyai 

sebagai:i Informationi isi datai thati hasi 

beeni processedi intoi ai formi thati isi 

meaningfuli toi thei recipienti andi isi 

usedi ofi reali ori proceivedi valuei ini 

currenti ori prospectivei actioni ori 

decision.i  

Secarai yuridisi istilahi ataui 

pengertiani informasii elektroniki telahi 

diaturi Pasali 1i butiri 1i yangi secarai 

tegasi ditentukani bahwai informasii 

elektroniki adalahi satui ataui sekumpulani 

datai elektronik,i termasuki tetapii tidaki 

terbatasi padai tulisan,i suara,i gambar,i 

peta,i rancangan,i foto,i electronici datai 

interchangei (EDI),i i surati elektroniki 

(electroniki mail),i telegram,i teleks,i 

telecopyi ataui sejenisnya,i huruf,i tanda,i 

angka,i kodei akses,i simboli ataui 

perforasii yangi telahi diolahi yangi 

memilikii artii ataui dapati dipahamii olehi 

orangi yangi mampui memahaminya.i 

Lalui dalami Pasali 1i i butiri 2i 

ditentukani jugai bahwai transakii 

elektroniki adalahi perbuatani hukumi 

yangi dilakukani menggunakani 

komputer,i jaringani komputer,i dan/ataui 

mediai elektroniki lainnya,i (Pasali 1i 

butiri 2).i Teknologii informasii adalahi 

salahi satui mediai untuki mengumpulkan,i 

menyiapkan,i menyimpan,i memproses,i 

mengumumkan,i menganalisi,i dan/ataui 

menyebarkani informasii secarai 

Elektronik.i Dalami Pasali 1i butiri 17i 

ditentukani bahwai kontraki i secarai 

elektroniki adalahi perjanjiani parai pihaki 

yangi dibuati melaluii sistemi elektronik.i  

Atasi dasari dalami ketentuani Pasali 

i 1i butiri 1,i dani 17i tersebuti dapati 

diketahuii bahwai ruangi lingkupi materii 

yangi diaturi dalami Undang-Undangi 

Informasii Teknologii Informasii dani 

Transaksii Elekroniki adalahi sangati luasi 

dani salingi Berkaitani dengani bidangi 
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hukumi yangi lainnya,i misalnyai hukumi 

telekomunikasi,i hukumi penyiaran,i 

hukumi kontrak/perjanjian,i hukumi 

administrasi,i hukumi bisnis/perdagangan,i 

hukumi perdata,i dani hukumi pidana,i 

baiki secarai nasionali maupuni dalami 

lingkupi duniai internasional,i sertai 

berbagaii peraturani perundang-undangani 

lainnya.i i  

Pengertiani laini yangi terkaiti erati 

dengani transaksii e-commercei inii 

adalah:i  

1. Interneti berasali darii katai 

Interconnectioni Networking.i 

Artinyai hubungani i i berbagaii 

komputeri dengani berbagaii tipei 

yangi membentuki sistemi jaringani 

mencakupi seluruhi duniai 

(jaringani komputeri global)i 

dengani memaluii jaluri 

telekomunikasii sepertii kabeli 

teleponi satelit. 

2. i E-maili adalahi pengirimani surati 

melaluii mediai elektroniki 

misalnyai mediai komputer. 

3. i Worldi widei webi adalahi 

jaringani luasi (jaringani yangi 

dimilikii olehi setiapi perusahaani 

yangi melayanii jasai internet). 

4. i Cardholderi adalahi orangi yangi 

menggunakani kartui pembayarani 

yangi dikeluarkani olehi sebuhai 

issuer.i Dalami setiapi 

pembayarani SET,i informasii 

nomori rekeningi yangi dikirimkani 

cardholderi dijamini 

kerahasiaannya.i  

5. i Issueri adalahi suatui institusii 

ekonomii (bank)i yangi membuati 

rekeningi dani mengeluarkani 

kartui pembayarani bagii 

cardholder.i Issueri menjamini 

pembayarani untuki transaksii 

yangi terotorisasii menggunakani 

kartui pembayarani yangi 

dikeluarkannya,i sesuaii dengani 

regulasii yangi dikeluarkani olehi 

pemegangi mereki dani 

pemerintahi setempat.i Contohi 

issueri adalahi bank-banki yangi 

mengeluarkani kartui krediti 

sepertii Banki BCA,i Banki Bali,i 

Banki Lippo,i BIIi dsb. 

6. i Merchanti adalahi orangi yangi 

menyediakani barangi ataui jasai 

untuki dipertukarkani dengani 

pembayaran,i dalami hali inii 

pembayarani dilakukani melaluii 

internet.i Dalami SET,i merchanti 

dapati menyediakani transaksii 

yangi amani bagii cardholder.i 

Merchanti terlebihi dahului harusi 

relasii dengani acquirer 

7. i Acquireri adalahi suatui institusii 

ekonomii yangi membuati 

rekeningi bagii merchanti dani 

melakukani prosesi otoritasi kartui 

pembayarani yangi diterimai olehi 

merchanti darii cardholder.i 

Contohnyai acquireri adalahi bank-

banki yangi menyediakani layanani 

otoritasi bagii toko-tokoi yangi 

menerimai pembayarani dengani 

krediti sepertii Banki BCA,i Banki 

Bali,i Banki Lippo,i BIIi dsb. 

8. i Paymenti gatewayi adalahi suatui 

pihaki ketigai yangi merupakani 

perangkati yangi dioperasikani 

olehi acquireri ataui pihaki ketigai 

untuki memprosesi pesani 

pembayarani termasuki instruksii 

pembayarani darii cardholder. 

9. Pemegangi mereki adalahi suatui 

badani usahai yangi 

mengembangkani sistemi kartui 

pembayaran,i yangi melindungi,i 

mempromosikani dani 

menciptakani aturan-aturani 

penggunaannya.i Adai beberapai 

pemegangi mereki yangi 

merupakani institusii ekonomii 

dani berperani sebagaii issueri 

maupuni acquirer.i Contohi 

pemegangi mereki yaitui Visa,i 

Masteri Card,i Amex,i dsb.i i i i  

10. i Pihaki ketigai terkadangi 

acquireri maupuni issueri 

memilihi pihaki ketigai untuki 

menjalankani paymenti gateway. 



32  

 
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 
Lidia Olivia Caroline Sembiring  1), Yonathan Hisarma Parhusip  2), Ria Sintha Devi  3), Rudolf Silaban  4) 

 

11. Webi sitei (Situsi web),i 

merupakani tempati 

penyimpanani datai dani 

informasii i dengani topiki 

tertentu. 

12. i Webi adalahi fasilitasi hipertaksi 

untuki menampilkani datai 

berupai teks,i gambar,i suara,i 

animasi,i dani multimediai 

lainnya.i Diantarai datai tersebuti 

salingi berhubungani satui samai 

lain.i Untuki membacai datai dani 

informasii padai i webi dapati 

menggunakani webi browseri 

microsofti interneti exploleri ataui 

netscapei communicator. 

13. Webi serveri merupakani 

komputeri yangi selalui hidupi 24i 

jam.i  

14. i Dii interneti yangi berfungsii 

untuki mengolahi sbi pagei ataui 

devisii laini adalahi serveri 

penyediai webi dii internet. 

15. Browser,i merupakani programi 

aplikasii yangi digunakani untuki 

memudahkani melakukani 

navigasii (penelusuran)i berbagaii 

datai dani informasii padai www.i 

Browseri yangi terkenali adalahi 

interneti exploreri dani netscapei 

navigator.i  

16. URLi (Universali Resourcei 

Locator),i adalahi alamati absoluti 

suatui webi dii internet.i 

Meskipuni koneksinyai berbedai 

seringi diartikani samai dengani 

alamati webi site. 

17. HTTPi (Hypertexti transferi 

protocol),i merupakani suatui 

teknologii formati protokoli yangi 

berfungsii menampilkani dani 

mengelolai halamani webi dii 

dalami webi server.i  

undang-undangi Informasii dani 

Transaksii Elektroniki (UUi ITE)i 

sebagaii cyberi lawi Indonesiai 

dibentuki karenai adanyai suatui 

kebutuhani yangi mendesaki bagii 

masyarakat,i bangsai dani Negarai 

Republiki Indonesiai saati inii 

dani dimasai datangi supayai 

dapati berdayai saingi padai erai 

globali ataui pasari bebasi ataui 

peradagangani bebasi dalami 

lingkupi duniai internasional.i  

Lebihi lanjuti mengenaii dasari 

Pertimbangani terbentuknyai Undangi 

undangi tentangi Infomasii dani Transaksii 

Elektroniki i (ITE)i dapati ditemukani 

dalami bagiani konsideransnya,i 

khususnyai padai bagiani “Menimbang”i 

yangi menyatakani sebagaii berikut:i  

a. Bahwai pembangunani 

nasionali adalahi suatui 

prosesi yangi berkelanjutani 

yangi harusi senantiasai 

tanggapi terhadapi berbagaii 

dinamikai yangi terjadii dii 

masyarakat; 

i Bahwai Globalisasii informasii telah 

menempatkani Indonesiai sebagaii bagiani 

darii masyarakati informasii duniai 

sehinggai mengharuskani dibentuknyai 

pengaturan mengenai pengelolaan 

Informasi dan Transaksi Elektronik di 

tingkat nasional sehingga pembangunan 

Teknologi Informasi dapat dilakukan 

secara optimal, merata, menyebar 

keseluruh lapisan masyarakat guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b.  Bahwa perkembangan 

dan kemajuan Teknologi 

Informasi yang demikian 

pesat telah menyebabkan 

perubahan kegiatan kehidupan 

manusia dalam berbagai 

bidang yang secara langsung 

telah mempengaruhi lahirnya 

bentuk-bentuk perbuatan 

hukum baru. 

c. Bahwa penggunaan dan 

pemanfaatan Teknologi 

Informasi harus terus 

dikembangkan untuk 

menjaga, memelihara, dan 

memperkokoh persatuan dan 

kesatuan nasional berdasarkan 

peraturan perundang-
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undangan demi kepentingan 

nasional; 

d.  Bahwa pemanfaatan 

Teknologi Informasi berperan 

penting dalam perdagangan 

dan pertumbuhan 

perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat; 

e.  Pemerintan perlu mendukung 

perkembangan Teknologi 

Informasi melalui 

infrastruktur hukum dan 

pengaturannya 

sehingga pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dilakukan secara aman untuk 

mencegah 

Penyalahgunaannya dengan 

memperhatikan nilai-nilai 

agama dan sosial budaya 

masyarakat Indonesia.  

Padai tahuni 2016i disahkani 

perubahani terhadapi UUi ITEi tahuni 

2011,i menjadii UUi Nomori 19i Tahuni 

2016i tentangi Perubahani Atasi UUi ITEi 

Nomori 11i Tahuni 2008.i Naskahi 

Undang-Undangi tersebuti tercatati dalami 

Lembarani Negarai Republiki Indonesiai 

Tahuni 2016i Nomori 251i dani 

Tambahani Lembarani Negarai Nomori 

5952.i Undang-Undangi Informasii 

Teknologii dani Transaksii Elektroniki 

perubahani inii yangberisii tujuhi pointi 

pentingi yangi merevisii Undang-Undangi 

Informasii Teknologii dani Transaksii 

Elektronik,i terutamai melaluii Undang-

Undangi barui inii Pemerintahi jugai 

berwenangi memutuskani aksesi dan/i 

ataui memerintahkani penyelenggarai 

sistemi elektroniki untuki memutuskani 

aksesi terhadapi informasii elektroniki 

yangi bermuatani melanggari hukum.i 

Undang-Undangi barui inii diharapkani 

dapati memberikani kepastiani hukumi 

bagii masyarakat,i sehinggai merekai 

dapati lebihi cerdasi dani beretikai dalami 

menggunakani Internet.i Dengani 

demikiani konteni berunsuri SARA,i 

radikalisme,i dani pornografii dapati 

diminimalisir.i Awali Undang-Undangi 

Informasii Teknologii dani Transaksii 

Elektroniki disusuni untuki mendukungi 

pertumbuhani ekonomii dii Indonesiai 

melaluii ekonomii digitali dani 

perdagangani dii duniai mayai (e-

commerce)i dii Indonesia.i Kemudiani dii 

tengahi perjalanani terjadii banyaki 

polemiki dani kasusi yangi menimbulkani 

proi kontrai terhadapi pasal-pasali dii UUi 

ITE,i terutamai tekaiti dengani 

penggunaani mediai sosial.i i Pasal-pasali 

tersebuti dianggai mengancami kebebasani 

berekspetasii penggunai Internet.i  

 

5. SIMPULAN 

1. Pengaturan Hukum Penyelesaian 

Sengketa dalam Jual Beli dalam 

Media Elektronik (Facebook) dalam 

suatu sistem transaksi perdagangan 

semakin berkembang pesat sama 

seperti halnya sistem jual beli 

konvesional, dimana jual beli terjadi 

ketika ada kesepakatan  antara Penjual 

dan Pembeli mengenai barang atau 

jasa yang diperdagangkan serta harga 

atas barang atau jasa tersebut. Jual beli 

secara online dan jual beli pada 

umumnya (konvensional) yang 

membedakan hanya pada media yang 

digunakan oleh Penjual sesuai dengan 

Pasal 1458 KUH Perdata. 

2. Bentuk-bentuk penjualan melalui 

media elektronik  Pengaturan Hukum 

Penyelesaian Sengketa dalam Jual 

Beli dalam Media Elektronik 

Facebook, 

Shopee,Lazada,Tokopedia,Blibli.com,

JD.ID,Ralali,Bhineka.com,Tik Tok 

Shop,Aku 

Laku,Bukalapak,Mokkaya,OLX, dan 

lain-lain dilakukan menggunakan Aku 

Media Sosial dan system Pembayaran 

dilakukan Non Tunai atau Transfer 

langsung atau sistem Cash On 

Delivery (pembayaran di Tempat) 

menggunakan Platform Transfer, 

Tunai maupun Cash. 



34  

 
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 
Lidia Olivia Caroline Sembiring  1), Yonathan Hisarma Parhusip  2), Ria Sintha Devi  3), Rudolf Silaban  4) 

 

3. Perlindungan hukum dan penyelesaian 

sengketa dalam transaksi jual beli 

melalui media sosial Instagram yaitu 

seperti penuntutan sampai ke 

pengadilan apabila penjual melakukan 

wanprestasi atau dapat juga dilakukan 

penyelesaian secara nonlitigasi dengan 

akibat hukum berupa ganti rugi seperti 

pengembalian uang, penggantian 

barang, atau potongan harga barang, 

dan kompensasi sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Sedanglan 

aspek perlindungan dari segi hukum 

pidana yaitu bisa dilaksanakan dengan 

melaporkannya ke pihak yang 

berwajib dalam hal ini polisisesuai 

dengan ketentuan Pasal 378 KUHP 

Tentang Penipuan.  
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